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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan
rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026 menurut total per
provinsi dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) UndangUndang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
Gubernur mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada
Bupati/Wali kota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi
penerimaan cukai hasil tembakaunya dengan persetujuan Menteri Keuangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:,

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 118 Tahun 2025;
PERMENKEU No. 67 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah
diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan rincian DBH CHT tahun anggaran 2026 dengan total nilai sebesar
Rp3.283.562.123.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus
enam puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah). DBH CHT didefinisikan
sebagai dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang
dibuat di dalam negeri. Rincian alokasi per daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini. Penyaluran dana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 16 Maret
2026, ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2026.

Lamp 16 HIm.



